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ABSTRAK

Penanganan pernikahanusiaanak perlu perhatian lebihdari pemerintah. Undang-undang perkawinan
menyatakan minimal usia menikah bagi wanita 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun sedangkan
undang-undang perlindungan anak menyatakan 18 tahun masih tergolong usiaanak. Belum siapnya
organ reproduksi pada usia anak berdampak pada BBLR bahkan kematian saat melahirkan.
Pemerintah perlu mengatasi masalah pernikahan usia anak di Kota Semarang yang masih tinggi.
Penting untuk mengetahui peran dari stakeholders di Kota Semarang dalam mengatasi masalah
pernikahanusiaanak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh
stakeholders dan melihat kategori serta upaya stakeholders di Kota Semarang dalam mengatasi
masalah pernikahan usiaanak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik stakeholders adalah menolak pernikahan usia
anak, meski masih ada stakeholders yang tidak dapat menolak. Dalam meneliti karakteristik
menggunakan indikator Kepentingan, Sumberdaya, Saluran (Channel), Kemungkinan Partisipasi,
Tingkat Pengaruh, Implikasi dan Aksi. Stakeholders yang menolak pernikahan usia anak adalah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan, PPT Cahaya Kasih dan
Yayasan Setara. Sedangkan stakeholders yang tidak dapat menolak meliputi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Masyarakat. Dalam
penelitian ini saran dari penulis adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
memprogramkan penanganan pernikahan usia anak dan menkoordinasikannya dengan instansi
terkait. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memprioritaskan penanganan
dalam bentuk Perda, Dinas Kesehatan menggencarkan sosialisasi kesehatan reproduksi, Dinas
Pendidikan untuk menginstruksikan penanaman anti pernikahan usia anak kepada sekolah,
kecamatan memprioritaskan penanganan masalah pernikahan usia anak saat musrenbang, PPT
Cahaya kasih diberikan kewenangan untuk pencegahan pernikahan usia anak, Yayasan Setara
mengadvokasikan peraturan, Kantor kementerian agama untuk menjalankan program langsung
kepada masyarakat, Pengadilan Agama tidak mudah memberikan dispensasi kawin dan masyarakat
agar berupaya menyadarkan sekitarnya untuk tidak menikah di usia anak.

Kata Kunci : Pernikahan usia anak, stakeholders, karakteristik, upaya
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ABSTRACT

The handling of children's marital needs more attention from the government of Semarang City. The
unpreparedness of reproductive organs at the age of children affected the BBLR even death during
childbirth. It is important to know the role of stakeholders in the Semarang City in resolving
children's marital problems. The purpose of this research is to know the characteristics that are
owned by stakeholders and categories and stakeholders efforts in Semarang city in addressing the
problem of children's marital. This research used a qualitatively descriptive method. The results
showed the characteristic of stakeholders are to reject children's age marriage, although there are
still stakeholders who cannot resist. The indicators used are important indicators, resources,
channels, possible participation, level of influence, implications and action. Stakeholders who reject
the child's marriage is the office of Population Control and family planning, the Office of Women
Empowerment and child protection, Office of Health, Office of Education, Sub-district, PPT light of
Love and the equivalent foundation. While the stakeholderswho cannotrefusethe children’s marital
are Department of Population and Civil registration, the Office of the Ministry of Religious Affairs,
Courts of Religion and society. Suggested advice: The Department of Population Control and family
planning is to program the handling of children’s marriage and coordinate them with related
agencies. The Women Empowerment and child Protection Office prioritizesthe handling in the form
of Perda, The Health office: to strengthen the socialization of reproductive health, The Education
office: instructs the planting value of anti-marital children to school, The district need to prioritize
the handling of children’s age wedding during Musrenbang, PPT light of Love must be given the
authority for the prevention of Children s Marital, the equivalent foundation of regulation, the Office
of Ministry of Religion needs to running programs Directly to the public, The Religious Court need
to complicates the marriageand public dispensations to attempt to make itaware of its surroundings
not to marry at the age of the child.
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A. PENDAHULUAN

Di Indonesia praktik perkawinan
dibawah umur merupakan tertinggi kedua di
Asia Tenggara setelah Kamboja dengan 2 juta
dari 7.3 juta perempuan Indonesia berusia
dibawah 15 tahun sudah menikah. Sedangkan
batasan usia pernikahan diatur dalam UU no 1
tahun 1974 tersebut menyebutkan batasan
usia minimal perempuan dapat menikah
adalah 16 tahun sedangkan untuk laki-laki
adalah 19 tahun. Undang-Undang nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
dalam Pasal 1 ketentuan angka 1
menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam
kandungan”. Dari Undang-Undang tersebut
tentu telah secara jelas bahwa Undang-
Undang penikahan mengesahkan anak-anak
untuk menikah karena dengan usia dibawah
18 tahun masih tergolong usia anak-anak.
Menurut laporan perkawinan usia anak oleh
BPS dan UNICEF menyebutkan dampak
adanya perkawinan dini bagi anak perempuan
adalah meningkatnya resiko kematian dalam
kehamilan dan persalinan hingga lima kali
lipat. Di Indonesia rata-rata remaja yang
mengalami kematian tersebut antara umur 20-
24 tahun, namun secara global kematian
tersebut terjadi diusia 15-19 tahun.

Praktik pernikahan usia anak marak
terjadi di Indonesia. Menurut penjelasan dari
kementerian agama pada tahun 2012
menyebutkanada tujuh wilayah dengan angka

pernikahan anak yang tinggi. Tujuh wilayah
tersebut adalah Provinsi Banten, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Jawa
Timur, Provinsi Yogyakarta, Provinsi
Kalimantan Selatan, serta Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Dari pernyataan tersebut
perlu adanya tindakan khusus untuk
menurunkan angka pernikahan usia anak.
Melihat dampak dari pernikahan usia anak
yang tidak hanya berefek pada mempelai
namun juga berdampak pada generasi
penerusnya. Salah satu provinsi dengan angka
tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Jawa

Tengah.

Kota Semarang sebagai Ibukota
Provinsi Jawa Tengah pun tidak bisa lepas
darikasus pernikahan usiaanak. Menurut data
Pengadilan Agama Semarang pada tahun
2018 terjadi peningkatan jumlah perkara
masuk dari tahun 2016 maupun 2017 dengan
total perkara masuk sebanyak 90 perkara.
Sedangkan pada tahun 2016 perkara
dispensasi kawin yang masuk sebanyak 43
kasus dan untuk tahun 2017 sebanyak 79
perkara yang masuk. Adapun jumlah perkara
dispensasi kawin dan juga jumlah perkara
yang diputus dapat kita lihat pada tabel
berikut:



Tabel 1

Jumlah perkara dispensasi kawin Kota

Semarang
Tahun Perkara Perkara
Masuk Diputus
2016 43 43
2017 79 74
2018 90 86
Jumlah 212 203

Sumber : Pengadilan Agama Semarang

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa
terjadi peningkatan pemohon dispensasi
kawin mulai tahun 2016 hingga tahun 2018.
Peningkatan tersebut merupakan satu hal yang
harus diperhatikan secara khusus mengingat
Kota Semarang merupakan salahsatu Ibukota
Provinsi di Indonesia. Disamping itu, apabila
terus terjadi peningkatan pemohon dispensasi
kawin akan mempengaruhi jumlah Pasangan
Usia Subur (PUS) dibawah usia 20 tahun di

Kota Semarang.

Adapun data mengenai PUS usia
kurang dari 20 tahun di Kota Semarang untuk
tahun 2016 sebanyak 1.230 pasangan.
Sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018
berturut-turut sejumlah 1.114 dan 1.472.
Meskipun data tersebut fluktuatif, namun dari
tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2018
terjadi peningkatan jumlah PUS dibawah usia
20 tahun di Kota Semarang. Untuk
peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik
berikut:

Gambar 1
Grafik Jumlah Pasangan Usia Subur
Dibawah Usia 20 Tahun
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Sumber : Data Dinas Pengendalian Penduduk

Kota Semarang

Tingginya kasus pernikahan usiaanak
harus menjadi perhatian lebih  dari
stakeholders yang berkaitan dengan
pernikahan usia anak. Stakeholders yang
dimaksudkan bukan hanya dari pihak
pemerintah saja, namun juga semua pihak
yangmemang berkaitan dengan permasalahan
anak seperti lembaga swadaya masyarakat.
Melihat peran dari stakeholders dalam
mengatasi masalah pernikahan usia anak ini
penting dikarenakan menangani masalah
pernikahan usia anak ini merupakan satu hal
yang kompleks. Banyak faktor yang
mempengaruhi terjadinya pernikahan usia
anak dan stakeholders yang ada memiliki
peranan masing-masing. Dalam mengatasi
permasalahan pernikahan sendiri stakeholders
yang terlibat seperti Kementerian Agama
yang menikahkan melalui KUA, Pengadilan
Agama yang mengeluarkan izin dispensasi
kawin maupun Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta

nikah bagi pasangan non-muslim. Karena



apabila terjadi pernikahan usia anak dapat
menimbulkan dampak yang besar bagi

generasi masa depan.

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah
salah siapakah fenomena ini? Apayang sudah
dilakukan stakeholders terkait dalam
mengurangi praktik pernikahan usia anak?
Dalam kasus ini banyak sekali pihak yang
terlibat di dalamnya yang harus bersinergi
untuk membangun komitmen penuh guna
mengurangi angka pernikahan usia anak,
namun sebelumnya perlu Kkita Kketahui
permasalahan dasar adanya kasus pernikahan

usia anak sebagai berikut:

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Budi Winamo
(2008) kebijakan merupakan arah tindakan
yang mempunyai maksud yang ditetapkan
oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam
mengatasi suatumasalah atau suatu persoalan.
Pendapat lain datang dari Carl Friedrich
(2008:17-18)  yang
memandang kebijakan sebagai suatu arah

dalam  Winarno

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok
atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu  yang memberikan hambatan-
hambatan dan peluang-peluang terhadap

kebijakan yang diusulkan untuk
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Gambar 2 Analisa Fishbone

Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menganalisis bagaimana peranan
stakeholders yang terkait dalam pelaksanaan
kebijakan penanganan kasus pernikahan usia
anak yang terjadi di Kota Semarang.
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menggunakan dan mengatasi dalam rangka
mencapai suatu tujuan atau merealisasikan

suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
2. Aktor dalam implementasi

Analisa aktor-aktor ini diperlukan untuk
memperoleh nilai-nilai yang terkandung
dalam kebijakan yang akan ditentukan
nantinya. Dalam studi proses kebijakan,



aktor-aktor kebijakan berasal dari berbagai
macam lembaga yang tercakup dalam
suprastruktur politik maupun infrastruktur.
Para ahli mengidentifikasi aktor-aktor dengan
berbagai macam sebutan, yaitu : Legislator,
Eksekutif, Lembaga Peradilan, Kelompok
penekan, Partai Politik, Media Massa,
Organisasi Komunitas, aparat administrasi
atau birokrasi, kelompok Non Govermental
Oganization (NGO), kelompok swasta,
kelompok think tanks, dan Kabinet bayangan
(Anderson, 1979; Ripley, 1985; Guy Peter
dalam Kusumanegara, 2010:53).

3. Pemetaan Pemangku Kepentingan

Di dalam melihat birokrasi yang berperan dan
bertanggungjawab dengan adanya fenomena
pernikahan usia anak, maka pemetaan
(stakeholder
mapping) dapat dilakukan. Pemetaan

pemangku kepentingan
Stakeholder merupakan salahsatu proses
penting dalam tata kelola pemerintahan yang
demokratis. Menurut WHO (2007) dalam
Lembaga Administrasi Negara (2017 : 113)
menyebutkan bahwa pemetaan stakeholder
adalah teknik yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi dan menilai kepentingan
dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau
institusi  yang dapat mempengaruhi
kesuksesan dari sebuah kegiatan. Hasil dari
pemetaan stakeholder setidaknya dapat
memberikan informasi penting sebagai
berikut ini 1) siapa saja yang akan
dipengaruhi; 2) siapa saja yang dapat
mempengaruhi baik dalam proses maupun
hasil dari sebuah kegiatan; 3) pihak mana saja

yang harus dilibatkan, dan 4) kapasitas siapa

yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan
mereka terlibat dalam sebuah kegiatan.

Pemetaan stakeholder dapat
dilakukan salah satunya dengan cara Policy
Implementation Mapping dengan teknik
Ethical Analysis Grid oleh Bryson (2004,
dalam LAN 2017).

implementasi sebuah kebijakan ditentukan

Keberhasilan

dari pemahaman atas stakeholder yang
mendukung dan yang menentang. Kedua
kelompok tersebut harus dipahami dengan

baik dalam:

a) Kepentingannya : hal-hal  yang
diperjuangkan atau dianggap penting oleh
stakeholder.

Dalam menganalisa kepentingan yang dibawa

oleh stakeholders, penelitiakan menggunakan

analisa yang dikemukakan oleh Grindle

(dalam Agustino,2008) yang menganalisa

kepentingan berdasarkan Persepsi,

Keterlibatan stakeholders, Solusi yang

dimiliki oleh stakeholders, Intervensi pihak

lain dalam keputusan stakeholders, dan

Alasan keuangan (insentif) yang mendasari

pilihan stakeholders.

b) Sumber daya : sumber dayaapa saja yang
akan digunakan oleh stakeholder guna
memperjuangkan kepentingan mereka.

Dalam menganalisa sumber daya yang
dimilikioleh stakeholders, maka peneliti akan
menggunakan analisis yang dikemukakan
oleh Edward 111 (dalam Agustino, 2008) yang
menyebutkan bahwa implementor
membutuhkan sumberdaya yang meliputi :

—  Staf



— Informasi
— Kewenangan
— Fasilitas

c) Channel : saluran melalui mana para
stakeholder akan bertindak dalam
memperjuangkan kepentingan mereka.

d) Kemungkinan partisipasi besamya
kemungkinan mereka akan berpartisipasi
atau bersikap tekait dengan kepentingan
mereka.

e) Tingkat pengaruh : pengaruh yang akan
didapat dari penguasaan sumber daya atau
partisipasi stakeholder.

f) Implikasi:implikasi pengaruh stakeholder
terhadap strategi implementasi kebijakan.

g) Action : tindakan yang perlu kita lakukan
untuk mensikapi atau mengantisipasi

stakeholder denganpengaruh yang mereka

pernikahan usia anak serta seberapa kuat
peran dari stakeholders tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipilih peneliti
dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif deskriptif, karena penelitian ini
berhubungan dengan data-data yang
hampir tidak ber-angka, lebih kearah kata-
kata tentang apa yang sebenarnya terjadi
dengan

implementasi  di  lapangan,

sehingga  peneliti ~ harus  melihat,

menemukan dan mendeskripsikan melalui
telaah data, informasi, dan fakta yang
ditemukan. Lokus yang telah dipilih oleh
peneliti untuk penelitian adalah Kota

Semarang Dalam penelitian ini,

mengatasi permasalahan pernikahan usia anak
di Kota Semarang maka peneliti akan
memetakan stakeholder dengan
menggunakan teknik Policy Implementation
Mapping untuk mengetahui siapa dan apa

peran stakeholder terkait permasalahan

miliki. menggunakan teknik snowball sampling
Tabel 2 dengan informan kunci Dinas
Ethical Analysis Grid Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Kategori Kepentingan Sumber Channel Kemungkinan Tingkat Implikasi Action
Stakeholder daya partisipasi pengaruh
Mereka yang
(potensial)
mendukung
Mereka yang
(potensial)
menolak
Sumber : Bryson (2004) dalam LAN (2017) Berencana Kota Semarang. Setelah
Untuk melihat peran stakeholder dalam dilakukan penelitian pendahuluan
ditemukan  bahwa informan  yang

berkaitan dengan masalah pernikahan usia

anak meliputi: Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Semarang, Kantor Kementerian Agama

Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan
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Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Semarang, Pengadilan Agama Kota
Semarang, Dinas Kesehatan Kota
Semarang, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil Kota  Semarang,
Kecamatan, PPT Cahaya Kasih, Dinas
Pendidikan Kota Semarang, dan Yayasan
Setara. Penelitian ini peneliti telah
menetaapkan untuk menggunakan dua
jenis data yakni primer dan sekunder.
Teknik pengumpulan data pada penelitian
ini, menggunakan teknik wawancara,
observasi, studi dokumentasi. Analisis
data pada penelitian ini dibagi dalam
beberapa langkah penelitian dimulai dari
mengorganisasikan ~ data, = membaca,
menemukan  dan  mengelompokkan
makna, kemudian mengembangkan uraian
dari fenomena, kemudian memberikan
penjelasan  naratif mengenai  esensi

fenomena yang ada.

D. PEMBAHASAN

Untuk mengatasi masalah pernikahan usia
anak di Kota Semarang perlu dilihat
bagaimana pemetaan stakeholders yangadadi
Kota Semarang itu sendiri. Guna melihat
bagaimana pemetaan tersebut maka dapat
dilakukan dengan cara melihat karakteristik
yang melekat pada stakeholders itu sendiri.
Karakteristik untuk memetakan stakeholders
yang dapat dipergunakan diantaranya adalah
kepentingan, sumberdaya, saluran (Channel),
kemungkinan partisipasi, tingkat pengaruh,

implikasi dan aksi yang dilakukan oleh
stakeholders dalam kaitannya dalam
mengatasi masalah pernikahan usia anak di
Kota Semarang. Lalu apabila sudah diketahui
karakteristik yang dimiliki oleh stakeholders
maka dilakukan pengkategorian apakah
stakeholders yang ada di Kota Semarang
mendukung atau menolak adanya pernikahan
usai anak dan bagaimana upaya yang sudah
dilakukan. Adapun hasil pengkategorian
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Stakeholders yang Menolak Praktik
Pernikahan Usia Anak

a. Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Semarang

Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Semarang
memiliki karakteristik yang menolak
pernikahan usia anak dan memiliki
kewenangan untuk mengendalikan
penduduk. Upaya yang sudah
dilakukan oleh Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
adalah dengan membentuk Sekolah
Siaga Kependudukan dan juga
program PIK-R yang didalamnya
menanamkan nilai antik menikah di

usia anak.

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota

Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang
memiliki karakteristik yang menolak



pernikahan usia anak dan memiliki
kewenangan untuk menangani kasus
kekerasan pada perempuan dan anak.
Dalam kaitannya dengan masalah
pernikahan usia anak, upaya yang
sudah dilakukan berupa menyediakan
ruang publik ramah anak dan juga
pembentukan forum anak agar hak-
hak anak terpenuhi sehingga dapat

menekan angka pernikahan usia anak
c. Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang
memiliki karakteristik yang menolak
pernikahan usia anak dan memiliki
kewenangan untuk mensosialisasikan
pendidikan kesehatan reproduksi
kepada remaja. Upaya yang sudah
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota
Semarang adalah dengan
mensosialisasikan kesehatan
reproduksi dan membentuk posyandu
remaja untuk memberikan kegiatan
positif kepada remaja agar terhindar

dari pernikahan usia anak.
d. Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dinas Pendidikan Kota Semarang
memiliki karakteristik yang menolak
pernikahan usia anak dan memiliki
kewenangan membuat peraturan yang
melarang peserta didik untuk hamil
dan menentukan solusi apabila terjadi
kasus kehamilan oleh peserta didik.
Upaya yang sudah dilakukan dalam
mengatasi masalah pernikahan usia

anak adalah dengan menanamkan

pendidikan karakter pada saat masa
orientasi, membuat peraturan yang
melarang peserta didik hamil selama
masa belajar serta menyediakan
pendidikan non-formal sebagai solusi
apabila tidak melanjutkan pendidikan

formal.
e. Kecamatan

Pihak kecamatan sebagai pemangku
wilayah memiliki karakteristik yang
menolak adanya pernikahan usia
anak. Adapunkewenangan yangyang
terkait dengan pernikahan usia anak
adalah menandatangani surat izin
untuk menikah. Upaya yang sudah
dilakukan oleh pihak kecamatan
adalah dengan memberikan himbauan
kepada pemangku wilayah
dibawahnya.

f. PPT Cahaya Kasih

Pihak PPT Cahaya Kasih memiliki
karakteristik yang menolak
pernikahan usia anak. Adapun
kewenangan yang dimiliki oleh PPT
Cahaya Kasih adalah sebagai
penerima kasus, konselor, dan
pendamping apabila terdapat laporan
masuk mengenai kasus kekerasan
pada perempuan dan anak. Upaya
terkait mengatasi maslaah pernikahan
usia anak yang dilakukan oleh PPT
Cahaya Kasih adalah melakukan
konseling sebelum perceraian oleh
pelaku pernikahan usiaanak.



g. Yayasan Setara

Yayasan Setara sebagai LSM
memiliki karakteristik yang menolak
pernikahan usiaanak. Yayasan Setara
memiliki kewenangan untuk
mengadvokasi peraturan kepada
pemerintah dan membina anak-anak
di desa binaan yayasan. Upaya yang
sudah dilakukan oleh Yayasan Setara
adalah dengan membinaanak di desa
binaan agar terhindar dari pernikahan

usia anak.

2. Stakeholders yang Tidak Dapat Menolak
Praktik Pernikahan Usia Anak

a. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Semarang memiliki
kaakteristik yang cenderung tidak
dapat menolak pernikahan usia anak.
Hal itu dikarenakan  meiliki
keenangan hanya sebatas sebagai
pencatat perkawinan bagi pasangan
non-muslim dan tidak ada upaya
untuk mengatasi masalah pernikahan

usia anak.

b. Kantor Kementerian Agama Kota

Semarang

Sebagai instansi vertikal dari

kementerian, Kantor Kementerian

itu dikarenakan kewenangan yang
dimiliki adalah menikahkan calon
pengantin melalui KUA. Meskipun
tidak dapat menolak praktk
pernikahan usia anak, Kementerian
Agama Kota Semarang sudah
melakukan upaya untuk menekan
angka pernikahan usia anak dengan
menjadi barasumber pada kegiatan
sosialisasi dan menjalin kerjasama
dengan UIN Walisongo dan PKBI
Jawa Tengah.

c. Pengadilan Agama Kota Semarang

Sebagai lembaga yudikatif,
Pengadilan Agama Kota
Semarang memiliki karakteristik
yang tidak dapat menolak
pernikahan usia anak. Hal itu
dikarenakan kewenangan yang
dimiliki Pengadilan Agama Kota
Semarang adalah memberikan
surat dispensasi kawin sebagai
pengecualiansyarat nikahapabila
calon mempelai berusia kurang
dari ketentuan undang-undang
perkawinan. Oleh karena itu,
tidak ada upaya yang dilakukan
oleh Pengadilan Agama Kota
Semarang  dalam mengatasi

masalah pemikahan usiaanak.

E. PENUTUP

Agama Kota Semarang memiliki 1. Kesimpulan
karakteristik yang tidak dapat N _
. . Pemetaan dalam penelitian dilakukan
menolak pernikahan usia anak. Hal . o
dengan cara melihat karakteristik yang

10



melekat pada stakeholders itu sendiri.
Karakteristik untuk memetakan
stakeholders yang dapat dipergunakan
diantaranya adalah kepentingan,
sumberdaya, saluran (Channel),
kemungkinan  partisipasi,  tingkat
pengaruh, implikasi dan aksi yang
dilakukan oleh stakeholders dalam
kaitannya dalam mengatasi masalah
pernikahan usia anak di Kota Semarang.
Hasilnya adalah stakeholder menjadi 2
(tua) yakni:

1. Stakeholders yang Menolak Praktik
Pernikahan Usia Anak

a. Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Semarang

b. Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Semarang

c. Dinas Kesehatan Kota
Semarang

d. Dinas Pendidikan Kota
Semarang

e. Dinas Pendidikan Kota
Semarang

f. Kecamatan
PPT Cahaya Kasih

Yayasan Setara

2. Stakeholders yang Tidak Dapat
Menolak Praktik Pernikahan Usia Anak

a. Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Semarang

b. Kantor Kementerian Agama Kota

Semarang

c. Pengadilan Agama Kota Semarang

2. Saran

Melihat upaya yang sudah dilakukan oleh
instansi yang ada di Kota Semarang dan
belum masksimal dalam mengatasi masalah
pernikahan usia anak, maka penulis

menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- Untuk Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana agar
memprioritaskan penanganan
masalah pernikahan usia anak sebagai
program dan lebih aktif untuk
mengkoordinasikannya dengan
instansi terkait dikarenakan
penanganan pernikahan usia anak
adalah satu carauntuk mengendalikan
penduduk.

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak untuk
memprioritaskan penanganan
masalah pernikahan usia anak ke
dalam bentuk peraturan daerah dan
mendukung program penanganan
secara aktif.

- Dinas Kesehatan Kota Semarang
untuk lebih menggencarkan lagi
sosialisasi  kesehatan reproduksi
kepada masyarakat secara luas.

- Dinas Pendidikan Kota Semarang
untuk  menginstruksikan  satuan
pendidikan  untuk melakukan
tindakan pencegahan pernikahan usia

anak dengan menanamkan nilai-nilai
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anti pernikahan usia anak pada
kegiatan belajar mengajar.

Pihak Kecamatan untuk lebih
meningkatkan koordinasi dengan
pemangku wilayah dibawahnya
dalam mengatasi masalah pernikahan
usia anak dan memprioritaskan
perencanaan pembangunan untuk
pemberdayaan anak agar terhindar
dari bahaya pemikahan usia anak.
PPT Cahaya Kasih untuk diberikan
kewenangan lebih pada tindakan
pencegahan.

Untuk Yayasan Setara agar lebih
menggencarkan advokasi kepada
pemerintah untuk peraturan dalam
menangani masalah pernikahan usia

anak.

Untuk Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil agar  dapat
berkoordinasi aktif dengan instansi
yang menangani masalah pernikahan
bagi pasangan non-muslim dalam
mengatasi masalah pernikahan usia
anak.

Untuk Kantor Kementerian Agama
Kota Semarang agar berkoordinasi
aktif dengan instansi terkait agar
dapat menjalankan kegiatan untuk
mengatasi masalah pernikahan usia
anak secara langsung kepada
masyarakat luas.

Untuk Pengadilan Agama agar lebih
tegas untuk tidak memberikan
dispensasi kawin kepada calon
pengantin dibawahumur apabilatidak

memiliki alasan yang mendesak.
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